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Abstract
In a democratic state, transparent operation ofstate powerandgovernance isreguired in
order for law to function effectively and for democracy to serve as the mechanism of
governance and state power. Transparancy isa key strategic instrument in the implemen
tation ofdemocratic and soundgovernance. Because ofthe strategic importance oftrans
parency, it should become a principle within state governance. Forthis reason, the ac
tions of the government should be able to be evaluated in the administrative court.
Pendahuluan
Ada harapan baik bagi bangsa Indone
siaterhadap pemerintahan bam. Presiden Susllo
Bambang Yudoyono (SBY) dalam beberapa
kesempatan mengungkapkan akan memlmpin
sendiri secara iangsung pemberantasan KKN
yang seakan-akan sudah berurat berakar di
negeri ini. Di hadapan Gubernur seluruh Indo
nesia secara tegas Presiden mengatakan akan
memberhentlkan Gubernur yang terlibat KKN,
sambll mengeluarkan sembilan instruksi, yang
salah satunya berpesan kepada Gubernur agar
member! contoh sebagai pejabat yang bersih
dari KKN. Pejabat yang terlibat KKN harus
diberhentlkan.' Tekad untuk memberantas KKN
dijadikan sebagai program utama 100 hari
' Harian Kompas, 26Oktober 2004, him. 1
pertama pemerintahan SBY. Dasar pijakan
pemberantasan KKN adalah undang-undang
yang telah dibuat sejak masa pemerintahan
Habibie, yakni UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, KolusI, dan Nepotisme
(KKN), di samping tentu saja undang-undang
pidana korupsi. Bangsa Indonesia tentu saja
berharap pemerintahan SBY bukan saja
mampu mengimplementasikan UU No. 28
Tahun 1999, tetapi yang lebih penting lag!
pemerintahan SBY mampu melenyapkan
penyakit kronis bangsa ini; KKN.
Selama ini Undang-Undang pemberantasan
KKN terkesan sebagai undang-undang yang
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masih tertidur {slaapende regaling), belum
menjadi undang-undang yang terbangkitkan
[ontwaken regeling) yang secara efektif
melenyapkan atau setidak-tidaknya
mengurangi' perilaku KKN. Banyak pengamat
mengungkapkan bahwa perilaku KKN dari para
penyeienggara negaradan pemerintahan balk
di tingkat pusat maupun dl tingkat daerah
bukannya berkurang tetapi malah merebak
dan terbukti masih sebagai negara paling korup
di Asia. Kehadiran UU pemberantasan KKN
sebenarnya patut dianggap sebagai langkah
maju, meskipun belum berhasil
terimplementasikan dengan balk. Memang,
kegagalan pada level implementasi suatu
peraturan adalah satu hal, sementara idealitas
peraturan perundang-undangan dalam negara
hukum adalah hal lain. Ketidakberhasilan atau
belum terimplementasinya suatu peraturan ideal
tidak sama maknanya dengan kegagalan para
perumus peraturan. Keberhasilan implementasi
peraturan masih memerlukan dan dipengaruhi
oleh berbagai faktor. Karena itu, adalah tidak
bijaksana ketika seseorang menganggap atau
menimpakan kekeliruan pada perumus
undang-undang, misalnya dengan
mengatakan bahwa perumus undang-undang
itu tidak realistik, terialu utopis, dan bagai
leriakan nyaring di belantara raya. Apapun
adanya, lahirnya undang-undang tersebut
harus dianggap sebagai langkah maju dan
mempunyai arti penting yang dapat dijadikan
instrumen dalam penyelenggaraan negara
dan pemerintahan yang balk dan bersih dari
perilaku menyimpang.
Kehadiran undang-undang tersebut
menjadi lebih penting segera setelah UU No.
9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN) menempatkan asas-asas
yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1999
sebagai salah satu alasan mengajukan
gugatan ke PTUN. Di dalam UU No. 28 Tahun
1999 terdapat asas-asas yang sangat ideal
untuk dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan
negara dan pemerintahan.^ Tulisan sederhana
in! tidak akan membahas lebih jauh tentang
faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan
implementasi UU No. 28 Tahun'1999. Tulisan
ini hanya akan mengkaji secara teoretik salah
2Asas-asas tersebut adalah Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas
Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profeslonalitas; Asas Akuntabilitas. Asas
kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setlap kebijakan penyeienggara negara; Asas tertibpenyelenggaraan
negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyeienggara negara; Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang asplratlf, akomodatif, dan selektif; Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimlnatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Asas
proporsionalitasada\ah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyeienggara
negara; Asas profeslonalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasll akhir dari kegiatan penyeienggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yangberlaku.
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satu asas yang terdapat daiam undang-
undang tersebut yaitu asas keterbukaan.
Keterbukaan [openbaarheid) dan
keterbukaan pemerintahan {openbaarheid van
bestuur) dalam suatu negara yang
menempatkan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan dianggap sebagai instrumen
panting untuk terselenggaranya kekuasaan
negara dan pemerintahan yang balk dan
demokratis. Prinsip bahwa rakyat sebagai
pemegang kedaulatan menghendaki agar
setiap penyelenggaraan kekuasaan negara
dapat diketahui oleh rakyat, termasuk dalam
hal mengungkap perilaku pejabat negara
yang menyimpang. Begitu pentingnya
keterbukaan ini sehingga tidak berlebihan jika
dijadikan asas dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara dan pemerintahan dalam
negara hukum demokratis.
Negara Hukum Demokratis
Menurut Budiono, sejarah pemikiran
manusia mengenai politik dan hukum secara
bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa,
negara merupakan negara yang akan
mewujudkan harapan para warga negara
akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera
jika negara itu diselenggarakan berdasarkan
hukum sebagai aturan main.^ Upaya
menempatkan hukum sebagai aturan main
(spe/regei) dalam. penyelenggaraan negara dan
pemerintahan telah melahirkan konsep negara
hukum, sedangkan upaya menempatkan rakyat
selaku pemegang kedaulatan dalam suatu
negara telah melahirkan mekanlsme demokrasi
dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Negara yang diselenggarakan
atasdasarnegara hukum dandljalankan melalul
mekanlsme demokrasi disebut negara hukum
demokratis (democratiche rechtsstaaf}. Terdapat
korelasi yang jelas antara negara hukum, yang
bertumpu pada ketentuan hukum yang
berlaku, dengan kedaulatan rakyat, yang
dljalankan melalul sistem demokrasi. Negara
hukum harus ditopang dengan sistem
demokrasi. Hubungan di antara keduanya
tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa
pengaturan hukum akan kehilangan bentuk
dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi
akan kehilangan makna. Menurut Magnis
Suseno, "Demokrasi yang bukan negara hukum
bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya.
Demokrasi merupakan cara paling aman untuk
mempertahankan kontrol atas negara hukum".''
Secara sederhana, suatu negara disebut negara
hukum demokratis ketika di dalamnya
mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum
dan prinsip-prinsip demokrasi.®
Gagasan negara hukum demokratis
3Budiono Kusumohamidjojo, Keterliban YangAdil, Problematika Filsafat Hukum, (Graslndo, Jakarta,
1999), him. 147
^Frans Magnis Suseno, MencariSosokDemokrasi, Sebuah Teiaah Fiiosofis, (Gramedia, Jakarta, 1997),
him. 58
®Prinsip-prinsip negara hukum demokrasi: a. prinsip-prinsip negara hukum; 1) Asas legalitas; 2)
Perlindungan hak-hak asasi; 3) Pemerintah terikat pada hukum; 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin
penegakan hukum; 5)Pengawasan oleh hakim yang merdeka. b. Prinsip-prinsip demokrasi; 1) Perwakilan
politik; 2) Pertanggungjawaban politik; 3) Pemencaran kewenangan; 4) Pengawasan terhadap pemerintahan;
5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan; 6)Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberto.
Prinsip-prinsip ini disarikan dari, J.B.J.M. ten Bergs, Besturen DoorDe Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer,
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muncul setelah sebelumnya kepada
penyelenggara negara dan pemerintahan
dibebani kewajiban untuk melayani dan
mensejahterakan warga negara. Negara yang
menempatkan pemerintah selaku pihak yang
bertanggungjawab atas kesejahteraan warganya -
ini disebut negara hukum modem atau welfare
state. Salah satu karakteristik paham negara
kesejahteraan {welfare state] adalah adanya
kewajiban pemerintah untuk mengupayakan
bestuurszorg atau penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Menunjt E.Utrecht, adanya
bestuurszorg ini menjadi suatu tanda yang
menyatakan adanya suatu"welfare state".® Bagir
Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial
ekonomi dari negara berdasar atas hukum
adalah berupa kewajiban negara atas
pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin
kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum)
dalam suasana sebesar-besarnya
kemakmuran menurut asas keadilan sosial
bag! seluruh rakyat. Dimensi ini secaraspesifik'
melahirkan paham negara kesejahteraan
{verzorgingsstaat, welfare stateySuaiu konsep
negara yang secara historis di Eropa muncul
sebagal bentuk perallhan dari negara hukum
klasik [nachtwachtersstaat] yang menempatkan
pemerintah hanya selaku penjaga ketertlban
dan keamanan (rusfen ordey
Indonesia dikatagorikan sebagai negara
yang menganut konsep welfare state. Hanya
saja, berbeda dengan konsepsi negara
hukum kontinental, yang menganut paham
welfare state setelah mengalami proses
panjang dan perallhan dari negara hukum lib
eral, sejak awal terbentuknya Indonesia telah
menganut paham negara kesejahteran. Hal
ini dapat disimak dari pemikiran yang muncul
pada saat perumusan UUD 1945. Yamin
mengatakan; "...bahwa negara yang akan
dibentuk Itu hanya semata-mata untukselumh
'rakyat, untuk kepentlngan seluruh bangsa
yang akan berdlii kuat dl dalam negara yang
menjadi kepunyaannya". Lebih ianjut
disebutkan; "Kesejahteraan rakyat yang
menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia
Merdeka iaiah pada ringkasnya keadilan
masyarakat atau keadilan sosial".^ Menurut
1996, him. 34-38, iihatjuga rumusan yang hampirsenada, H.D. van Wijk/Wiilem Konijnenbelt, Hoofdstukken van
AdministratiefRecht, Uitgeverlj Lemma BV. Utrecht, 1995, him. 41 -49, bandingkan juga dengan F.A.M. Stroink
enJ.G.Steenbeek, Inleiding In Met Staats-enAdministratiefRecht, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan
den Rijn, 1985,hlm.32
®E. Utrecht, PengantarHukum AdministrasiNegara Indonesia, (Pustaka llmu, Surabaya, 1988), him. 30
' Bagir Manan, Pemikiran Negara Berkonstitusi diIndonesia, Makalah padaTemu llmiah Nasional
"Memformat Indonesia Baru:Reformasi Hukum sebagaiFondasiReformasi TotaF, Fakultas Hukum Unlver-
sitasPadjadjaran, Bandung, SApril 1999, him. 2
®Konsep negara hukum klasik bertumpu pada dalil staatsonthoudingyakr\\ pembatasan peranan negara
dan pemerintah dalam bidang polltikyang melahirkan dalil "The leastgovemmenl isthebestgovemmenf, dan
dalil "laissez faire, laissez alter dalam bidang ekonomi yang melarang negaradanpemerintah mencampuri
kehidupan ekonomi masyarakat. Di sini pemerintah menjadi sangat pasif sehingga disebut dengan negara
penjaga malam (nachtwakerstaati. Sementara konsep negara hukum modem {welfarestate) berpegang pada
dalil staatsbemoeienisyang menghendaki negaradanpemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum {bestuurszorg).
®dikutip dari Azhary, Negara Hukum Indonesia, (Ul-Press, Jakarta, 1995), him. 69
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Hamid S. Attamimi, bahwa Negara Indonesia
memang sejakdidirikan bertekad menetapkan
dirinya sebagai negara yang berdasar atas
hukum, sebagai Rechtsstaat. Bahkan
Rechtsstaat Indonesia itu iaiah Rechtsstaat
yang "memaiukan kesejahteraan umum",
"mencerdaskan kehidupan bangsa", dan
"mewujudkan suatu keadilan soslal bagi
seluruhrakyatIndonesia". RachtsstaatWuiaIah
Rachtsstaat yang material, yang soslal, yang
oleh Bung Hatta disebut Negara Pengurus,
suatu terjemahan Verzorgingsstaat.^^ Konsep
welfare state Indonesia juga dapat dlllhat pada
beberapa pasal dl dalam Batang Tubuh UUD
1945." Dengan merujuk pada unsur-unsur
negara hukum demokratis, negara Indonesia
juga dapat dikatagorikan sebagai negara
hukum demokratis, sekaligus juga menganut
konsepsi negara kesejahteraan.
Tugas dan Peranan Pemerintah dalam
Negara Hukum Demokratis
Cita-cita merealisasikan konsepsi negara
hukum demokratis yang berorientasi
kesejahteran rakyat telah menempatkan
pemerintah selaku pihak yang bukan saja
dibebani kewajiban untuk mengupayakan
kesejahteraan bagi warga negara, tetapi juga
pihak yang harus senantiasa memperhatikan
aspirasi rakyat yang berkembang dinamis. Di
samping itu pemerintah juga harus tetap
berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Dalam hal in! tugas dan peranan pemerintah
dihadapkan pada tiga batasan; peraturan
hukum, aspirasi rakyat, dan kesejahteraan
warga negara. Bagi pemerintah menjalankan
tugas dan peranan dengan tIga batasan
tersebut bukan perkara mudah. Ketiga
batasan Itu menylmpan permasalahannya
masing-masing yang tidak mudah bagi
pemerintah untuk memecahkannya.
Peraturan hukum menjadi dasar bagi
pemerintah untuk melaksanakan tugas dan
peranannya. Peraturan hukum terutama
dalam bentuk undang-undang atau peraturan
daerah, yang mesklpun dibuat bersama-sama
dengan wakll rakyat dan secara formal
dianggap sebagai wujud konkret aspirasi
rakyat{de wetals uiting van de volkswif), pada
kenyataannya tidak selalu mencerminkan
aspirasi riil darirakyat yangdiwakilinya. Bering
terjadi kesenjangan antara aspirasi rakyat
dengan apa yang disampalkan wakil rakyat
ketika dirumuskan dalam undang-undang atau
peraturan daerah. Di sini pemerintah sering
dihadapkan pada pilihan dilematis; berpijak
pada rumusan undang-undang formal yang
dirumuskan wakil rakyat namun tidak selalu
sejalan dengan aspirasi riil atau memperhatikan
aspirasi riil dari ral^at meskipun tidak bertumpu
pada undang-undang formal. Di sisi lain,
Hamid 8. Attamimi, DerRechtsstaatRepubllklndonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan
UUD 1945, Makalah padaSeminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17Agustus Jakartake-42,
Fakultas Hukum Universitas 17Agustus, Jakarta,9Juli 1994,him. 17
" Ketentuan tersebut antaralain disebutkan didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
27 (Jamlnan penghidupan yang layak),.Pasal 28 {pengakuan dan perlindungan HAM), Pasal 29 Gaminan
kebebasan beragama), Pasal31 (penyelenggaraan sistem pendidikan), Pasal32{pemajuan budaya daerah
dannasional), Pasal 33(pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat), danPasal 34(pemellharaan
terhadapkaumfakir miskin).
54 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:50 - 61
Ridwan. Arti Renting Asas Keterbukaan dalam...
merigikuti aspirasi rakyat juga bukan
persoalan mudah, karena aspirasi rakyat
adalah konsep ambigu. Aspirasi rakyat mana
yang harus diperhatikan? Upaya mewujudkan
kesejahteraan bagi warganegara iagi-iagi juga
bukan persoaian mudah. Mewujudkan
kesejahteraan warga negara identik dengan
biaya mahai, sementara sumber pembiayaannya
selDagian berasal dari rakyat. Aiih-alih mencapai
kesejahteraan warga negara, yang terjadi malah
membebani kehidupan ekonomi warga negara.
Agaknya keterbukaan pemerintahan dapat
menjadi soiusi untuk menjembatani dilema dan
problem-probiem tersebut di atas. Karena
dilema dan probiem-problem itu senantiasa
mengiringi tugas dan peranan pemerintah,
maka keterbukaan pemerintahan ini harus
menjadi bagian dan praktek dari sistem
administrasi pemerintahan negara.
Keterbukaan pemerintahan harus memainkan
peranan penting daiam hubungan antara or
gan pemerintahan dengan warga negara.
Keterbukaan tidak hanya penting untuk
pergaulan (verkeer) antara warga negara
dengan organ pemerintahan, tetapi juga
penting untuk pelaksanaan pemerintahan
yang balk dan demokratis.'^ Daiam
perkembangan lebih ianjut, keterbukaan
pemerintahan ini akan mengarah pada
penyeienggaraan pemerintahan secara
horisontal {horizontal bestuui). Pemerintahan
horisontai adaiah strategi pemerintahan baru
yang dicirikan oleh konsultasi dan negosiasi
dengan warga negara sebelum pemerintah
mengambil keputusan atau menetapkan
kebijakan pubiik.^^ Sailing dengan kedewasaan
dan kecerdasan warga negara, modei
pemerintahan imperatif dan hubungan sepihak
secara vertikai atasan-bawahan antara
pemerintah dengan rakyat dianggap tidak lagi
reievan.^^
Keterbukaan Penyeienggaraan Negara
dan Pemerintahan
Daiam negara hukum demokratis,
sebenarnya keterbukaan itu merupakan
jaminan {waarborg) yang seharusnya ada atau
sebagai conditio sine quanon, bukan sesuatu
yang muncui secara kebetuian {toevaliig).
Pengawasan parlemen yang diseienggarakan
daiam bentuk rapat umum dan pengawasan
hakim yang terbuka untuk umum adaiah
contoh dari keterbukaan.^® Keterbukaan
menjadi sangat penting artinya untuk
terseienggaranya pemerintahan yang baik
dan demokratis. Dapat dikatakan bahwa
keterbukaan dianggap sebagai suatu prinsip
hukum ketatanegaraan {staatrechtelijk
beginsef) untuk terseienggaranya kekuasaan
P.Nicolai, et.al., Bestuursrecht,Amsterdam,1994, him. 183
" H.D. Stout, DeBetekenissen vande Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen overhetPrincipe van
Wetmatigheid vanBestuur, W.E.J. Tjeenk Wlliink, Zwolie, 1994, him. 208
Pemerintahan horizontai muncui sebagai konsekuensi konsep negara pelayan {verzorgingsstaa(\,
perkembangan teknologi, kemajuan pendidikan rakyat, dansebagainya. Disebutkan bahwa iatar belakang
kemunculannya karena adanya pemencaran kekuasaan politik ataupluralisme kekuasaan (deversnippering
van de politieke macht), kesalingtergantungan kedua belah plhak antara pemerintah dengan organisasi-
organisasi kemasyarakatan (dewederzijdse afhankelijkheid van deoverheidenmaatschappelijke organisatie),
dan perubahan struktur kepentingan (deveranderdestructuurvan debelangen),H.D. Stout, Ibid,him. 107
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yang baikJ^ Penyelenggaraan kekuasaan
negara tidak berada dalam ruang hampa,
tetapi berhadapan dengan warga negara
negara, yang secara konseptual diakui selaku
pemilik kedaulatan dan^ kekuasaan. Selaku
pemilik kedaulatan, warga negara berhak
bukan saja rnengetahui bagaimana kekuasaan
negara Itu dijalankan tetapi juga terlibat dalam
penyelenggaraan kekuasaan tersebut secara
langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu
dalam penyelenggaraan negara diperlukan
keterbukaan [openbaarheid) dan kejujuran
{openheid). Menurut P. De Haan dan kawan-
kawan, keterbukaan adalah suatu keadaan
dimana setiapwarga negara dapat memperoleh
informasi tentang proses pembentukan
keputusandi dalam pemerintahan yang terbuka;
ini mengimplikasikan bahwa keterangan dan
prosedur pembuatan keputusan itu diketahui
umum atau dapat diakses masyarakat umum.
Kejujuran menunjuk pada mentalitas
(penyelenggara kekuasaan negara) yang disifati
dengan kesiapan untuk memberikan informasi
dan kesiapan untuk menanggapi pendapat yang
berbeda. Di satu sisi, keterbukaan meletakkan
kewajiban bagi pemerintah untuk memberikkan
informasi,.dan di sisi lain memberikan hak bagi
warga negara untuk memperoleh informasi.
Dalam Hukum Administrasi, keterbukaan
untuk memperoleh informasi ini meliputi
keterbukaan sidang atau pertemuan
{openbaarheid van vergadering), keterbukaan
prosedural {openbaarheid van procedures),
dan keterbukaan mengakses dokumen
{openbaarheid van register)." Asas keterbukaan
ini mempunyal fungsi-fungsi penting, yaitu;
periama, fungsi partisipasi; keterbukaan sebagai
alat bagi warga untuk Ikut serta dalam proses
pemerintahan secara mandiri; kedua, fungsi
pertanggungjawaban umum dan pengawasan
keterbukaan; pada satu sisi sebagai alat bagi
penguasa untuk memberi pertanggungjawaban
di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi
warga untuk mengawasi penguasa; ketiga, fungsi
kepastian hukum; keputusan-keputusan
penguasayang menyangkut kedudukan hukum
para warga demi kepentingan kepastian hukum
harus dapat diketahui, jadi harus terbuka;
keempat, fungsi hak dasar; keterbukaan dapat
mengajukan penggunaan hak-hak dasar seperti
•hak piph, kebebasan berpendapat, dan hak untuk
berkumpui dan berbicara.'®
• Keterbukaan dalam penyelenggaraan
negara sangat menarik untuk dikajl lebih jauh
karena di dalamnya menyangkut proses
demokratisasi, proses politik dan penentuan
kebijakan negara yang transparan, kejujuran
parapenyelenggara negara, perlindungan hak
asasi manusia, kebebasan warga negara, dan
sebagainya. Dapat dikatakan bahwa keterbukaan
dalam penyelenggaran negara dan pemerintahan
akan menghilangkan atau sekurang-kurangnya
dapat'dltambahkancontohdari keterbukaan ini yaitu seperti (itand proper test secara terbukabagi
calon-calon pejabatpublik, pengumuman kekayaan pejabat-pejabat negarasebelumdan sesudah menjabat,
debat terbukapara kandidat pemimpin bangsa,dan sebagainya.
Lebih jauhlihat P. de Haan, et.al., Bestuursrechtin deSociale Rechtsstaat, dee! 2, KIuwer-Deventer,
1986, him.121-122 " -
him. 122-124
Philipus M. Hadjon, et.al., PengantarHukum AdmiiiistrasiIndonesia, GadjahMadaUniversity Press,
1993. him. 282-283
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mengurangi perilaku KKN.^^ Meskipun demikian,
dalam tulisan in! hanya ditekankan pada
keterbukaan pemerlntahan atau administrasi
negara dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya.
Dalam negara hukum demokratis, yakni
negara yang diselenggarakan berdasarkan
hukum dan hukum yang dibentuk Itu sebanyak
mungkin menampung asplrasi rakyat, kehadlran
lembaga perwakilan rakyat dan lembaga
peradilan - dua pilar utama negara hukum
demokratis - agaknya maslh memerlukan
instrumen lain sebagai penopang untuk
lahirnya pemerlntahan yang ideal, dalam arti
pemerlntahan yang bukan saja sejalan
dengan kebijakanyang dirumuskan olehwakil-
waki! rakyat tetapi juga mematuhi ketentuan
hukum yang berlaku. Instrumen penopang
tersebut adalah keterbukaan pemerlntahan
{openbaarheid van bestuur) dan saluran
pengaduan rakyat (inspraak) atas tindakan
pemerlntahan yang melanggar hak-hak rakyat.
Dalam kepustakaan disebutkan bahwa untuk
melaksanakan inspraak, keterbukaan dalam
bentuk pertemuan atau rapat, keterbukaan
Informasi, prosedur, dan register, merupakan
syarat primer. Keterbukaan dan inspraak
disebut sebagai jamlnan penyelenggaraan
pemerlntahan (yang balkdan demokratis), dan
keduanya dianggap sebagai satu kesatuan.
Inspraak adalah kelanjutan darl keterbukaan.^^
Kehadlran dua Instrumen penopang Ini menjadi
penting artinya terutama ketika lembaga
perwakilan rakyat belum atau tidak berhasll
menampung asplrasi rakyat secara maksimal
dan ketika lembaga peradilan belum mampu
mewujudkan rasa keadllan masyarakat. Tanpa
bermaksud meragukan kredlbilltas lembaga
perwakilan rakyat sebagai pllar negara
demokrasi yang berfungsl menyuarakan
asplrasi rakyat, berbagal kendala teknls dan
kelemahan sumber daya manusia, dapat
menjadi penyebab tidak maksimalnya
peranan lembagatersebut dalam menampung
dan menyuarakan asplrasirakyat, bahkanpatut
puladiperhatlkan kiitlk lama- dlsampingkritlk-
khtik yang berkembang selama Inl terhadap
lembaga perwakilan rakyat - dari J.J.
Rousseau yang pernah mengatakan; "Begitu
ada badan perwakilan rakyat (parlemen)
maka pada saat Itu demokrasi menjadi tidak
ada".^' Tanpa juga bermaksud meragukan
kemampuan lembaga peradilan sebagai pilar
negara hukum dalam menegakkan hukum dan
mewujudkan keadilan, rutlnltas teknis dan
keterbatasan kemampuan daya nalar fllosofi
yuridls, dl samping kendala-kendala lalnnya,
teiah menyebabkan' lembaga Inl belum
makslma! mewujudkan keadllan. Berbagal kiitlk
telah banyakdllontarkan pada lembagaInl yang
menunjukan kurang berperansecara maksimal
bahkan yang bemada peyofat/7 seperti hakim
KolusI adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji atau persekongkolan; korupsi adalah
penyelewenangan atau penggelapan (uang negara) untuk kepentingan pribadi atau orang lain; nepotlsme
adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanaksaudarasendiri, terutama dalam jabatan,
pangkatdllingkungan pemerlntah atautindakan memllih kerabat atausanaksaudarasendiri untuk memegang
pemerlntahan. Ketladaan keterbukaan sangatmemungkinkan terjadlnya perilaku KKN.
^ P.de Haan, op. cit, him. 138
" DIkutIp darl katapengantarAfan Gaffar, Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, sebuah Sketsa,
padaBuku, PemiludanLembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia, (Jurusan Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 1992), him. vll
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hanya corong undang-undang formal, putusan
pesanan, jual bell putusan, dan iain-iain. Untuk
mengatasi kelemahan bekerjanya pilar-pilar
demokrasi dan cita-cita negara hukum,
keterbukaan pemerintahan dianggap panting
guna memakslmalkan berfungsinya demokrasi
dan terwujudnya negara hukum serta
periindungan hak-hak asasl manusia.
Dalam perkembangan konsepsi negara
hukum dan demokratisasi kehidupan bemegara,
terutama di negara-negara berkembang,
keterbukaan pemerintahan telah menjadi tuntutan
internal dari warga negara untuk terealisasinya
supremasi hukum, kehidupan demokratis, dan
periindungan hak-hak warga negara. Tuntutan
ekstemal muncul dari Bank Dunia dan negara-
negara donor, yang mensyaratkan masing-masing
negara berkembang untuk menjalankan
pemerintahan secara demokratis, transparan,
msnghormati hak-hak asasl manusia, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publlk. Pada
akhirnya, keterbukaan pemerintahan menjadi
sesuatu yang takterelakkan dalam perkembangan
global saat Ini, dan agaknya telah menjadi
kemestian dalam pergaulan intemasional.
Asas keterbukaan diarigkat dari asas
demokrasi daiam pelaksanaan pemerintahan
yang menunjukan bahwa asas demokrasi
tidak saja dilaksanakan melalui badan
perwakilan rakyat, tetapijugaoleh setiapwarga
masyarakat sehubungan dengan tindak
pemerintahan berupa keputusan.^^ Sebelum
keputusan dikeluarkan, terutama keputusan
yang bersifat memberi beban {belastende
beschikking) atau yang berupa pemberian
sanksi,pemerintah terlebih dahuiu mendengar
pendapat pihakyang akan dikenai keputusan.
Secara teoretik dan historik, asas keterbukaan
pemerintahan ini merupakan perkembangan
dari asas permainan yang layak {principle of
fair play) yang terdapat dalam asas-asas
umum pemerintahan yang layak (algemene
beginselen vanbehoorlijk bestuui), yakni asas
yang menghendaki bahwa badan-badan
pemerintahan harus memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya kepada warga negara
untuk mencarl kebenaran dan keadilan. Asas
ini sangat penting karena adalah sangat
mudah bahwa badan-badan pemerintahan
memberikan keterangan-keterangan yang
kurang jelas ataupun bahkan keterangan-
keterangan itu bersifat berat sebelah ataupun
bersifat subyektif.^ Wiarda mengatakan bahwa
asas fair play adalah sikap yang dituntut atau
diharapkan dari pemerintah untuk melakukan
keterbukaan, kejujuran, dan sikap tidak
memihak {onpartijdig). Pemerintah harus
memberikan kesempatan atauhakkepada warga
negara untuk mengemukakan pandangan dan
pembelaannya.®"
• Belanda dapat dijadikan contoh mengenai
keterbukaan pemerintahan. Di Belanda
keterbukaan pemerintahan ini telah diformalkan
dalam suatu undang-undang, yakni Wet
Openbaarheid van Bestuur 1991. DI daiam
undang-undang ini ada kewajiban bagi
pemerintah untuk memberikan informasi yang
bersifat aktif dan pasif {passive-en actieve
informatieplicht). Kewajiban informasi pasif
adalah kewajiban bagi pemerintah untuk
^ Philipus M. Hadjon dalam Paulus E.Lotulung, (ed.) HimpunanMakalahAsas-Asas Umum Pemerintahan
yangBaik, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), him. 107
" Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catalan Hukum Tata Pemerintahandan PeradilanAdminislrasi
Negara, (Alumni, Bandung, 1975), him. 52-53
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memberikan informasi ketika ada permohonan
dari warga negara {informatie op verzoek),
sedangkan kewajiban informasi aktif adalah
kewajiban pemerintah untuk memberikan
informasi kepada warga negara atas inisiatif
sendiri {infomatie uit eigen beweging).^
Keterbukaan pemerintahan bukan berarti
rfiemberikan informasi seiuas-luasnya tanpa
batas kepada warga negara,jugabukan berarti
warga negara dengan bebas mengetahui
semua informasi yang berkenaan dengan
tugas, kewajiban, dan semua kegiatan
pemerintahan. Ada batasan-batasan yang
harus diperhatikan. Hal-hal yang menyangkut
rahasia negara dan pemerintahan, keamanan
negara, dan berbagai masalah yang menurut
pertimbangan kemaslahatan tldak perlu
'diketahui umum sudah barang tentu tidak
termasuk sesuatu yang harus diinformasikan.^®
Guna menopang keterbukaan pemerintahan
ini diperlukan mekanisme lain yaitu forum
pengaduan atau lembaga peran serta
masyarakat {inspraak), di samping tentu saja'
lembaga peradilan {rechtspraak). Kehadlran
lembaga Ombudsman dan PTUN adalah
mekanisme penopang keterbukan pemerintahan
tersebut.
Asas Keterbukaan sebagai Alasan
Menggugat
Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9
Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5
Tahun 1986tentang PTUN alasan mengajukan
gugatan adalah sebagai berikut;
Alasan-alasan yang dapatdigunakan dalam
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan denganperaturan
perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.
Di antara asas-asas umum pemerintahan
yang baik itu adalah keterbukaan, yaitu asas
yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan .negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia negara. Telah
diketahui bahwa gugatan yang diajukan ke
PTUN itu hanyalah berkenaan dengan
tindakan hukum pemerintah yang dituangkan
dalam bentuk KTUN. Kapan dan dalam ha!
bagaimana KTUN itu dianggap bertentangan
dengan asas keterbukaan? KTUN merupakan
instrumen hukum tertulis yang dlbuat sepihak
oleh pemerintah dan ditujukan secara indi
vidual pada seseorang atau badan hukum
perdata tertentu. Apakah setiap, orang atau
badan hukum perdata yang akan dituju itu
harus diberikan informasi terlebih dahulu atau
yang bersangkutan diberikan hak untuk
mencari informasi dengan memperkenankan
a.
b.
Dikutip dari A.M.A. Maassen, DeAlgemene Beginselen van BehoorlijkBestuur, N.N. Samspm, Alphen
aan den Rljn, tt., him. 26, lihat jugaJ. in't Veld, Beginselen van BehoorlijkBestuur, Tjeenk Willing, Zwolle, 1985,
him. 37-38, lihat juga C.J.N. Versteden, InleidingAlgemeen Bestuursrecht, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen
aanden Rljn, 1984,him. 137
vide Artikel 3 en8Wet Openbaarheld vanBestuur (WOB) 1991
^ Dalam WOB ada rincian hal-hal yangtidak boleh diinformaslkan, lihat artikel 10
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melihat dokumen-dokumen pemerintahan?
Jika informasi itu harus disampaikan kepada
pihak yang akan dikenai keputusan, lalu
bagaimana caranya? Apakah diumumkan
melalui Berita Negara atau Berita Daerah,
padahal KTUN bersifat individual, bukan
ditujukan untuk umum? Berbagai pertanyaan
ini menunjukan bahwa penerapan asas
keterbukaan sebagai alasan mengajukan
gugatan ke PTUN bukanlah perkara mudah,
apalagi rumusan asas keterbukaan yang
terdapat dalam undang-undang tersebut
masih sangat abstrak. Ada yang berpendapat
bahwa implementasi asas keterbukaan ini
menunggu yurlsprudensi Hakim Administrasi.
Akan tetapi, menyerahkan kepada Hakim
Administrasi untuk mempertimbangkan
apakah KTUN itu bertentangan atau tidak
dengan asas keterbukaan tidak serta merta
menghilangkan kerumitan. Malah dapat
memunculkan kerumitan baru. Tanpa tolok
ukur dan kriteria yang jelas tentang asas
keterbukan akan memungkinkan lahirnya
putusan Hakim Administrasi yang beragam.
Ketika putusan hakim itu beragam untuk
perkara yang sama, yurisprudensi manayang
dijadikan rujukan? Karenaadanya kerumitan-
kerumitan penerapan asas keterbukaan
dalam penyelesaian sengketa tata usaha
negara, maka sebelum asas keterbukaan ini
digunakan sebagai alasan mengajukan
gugatan, terlebih dahulu harus dibuat tolok
ukuratau kriteria yang jelas kapan dan dalam
hal bagimana KTUN Itu bertentangan
dengan asas keterbukaan. Tolok ukur dan
kriteria apakah KTUN itu bertentangan atau
tidak dengan asas keterbukaan akan
diketahui jika ada undang-undang tentang
keterbukaan pemerintahan, seperti hainya
yang berlaku di Belanda.
Simpulan
Dalam negara hukum demokratis, yang
menempatkan hukum sebagai aturan main
kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
menjadikan demokrasi sebagai mekanisme
penyelenggaraan negara dan pemerintahan,
keterbukaan merupakan instrumen penting
guna menopang terwujudnya supremasi
hukum, kehidupan demokratis, dan
perlindungan hak-hak warga negara, serta
untuk terselenggaranya pemerintahan yang
baik dan demokratis. Begitu pentingnya
keterbukaan ini sehingga sangat relevan
untuk dijadikan asas dalam penyelenggaraan
negara dan pemerintahan. Hanya saja ketika
asas keterbukaan ini akan dijadikan salah
•satu alasan mengajukan gugatan di PTUN,.
diperlukan adanya tolok ukur dan kriteria yang
jelas tentang asas keterbukaan ini. Wallahu
a'lam bi al-shawab.
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